BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN ANGGARAN 2020
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang : a.

Mengingat : 1,

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI NAGAN RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahai
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu:
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintal
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Qanu
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APRE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) diserts
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK untu
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan da
Belanja Kabupaten (R-APBK) yang diajukan sebagaimana maksu
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerj
Pemerintah Kabupater: Nagan Raya Tahun 2020 yang dijabarka
kedalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafo
Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama anta:
Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya pada ranggal (
Agustus 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pac
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagg
Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupate
Nagan Raya Tahun Anggaran 2020,

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republ
Indonesia tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi d¢

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19¢
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-unda:
Nomeor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repub!
Indonesia Nomor 3509),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara.

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang—Undangq



4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355});

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400});

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahai
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
4633);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da
Retribusi Daerak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 5049);

12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniaha
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomt¢
5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir denga
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peubahan kedt
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republ
Indonesia Nomor 5679);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenta
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daert
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keduduk
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dew
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubs

Terakhir dengan @
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik -.... Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana teiah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dane
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200&
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis

Nomor 4575);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negari:
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubat
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentany
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200!
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembara)
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang FPengelolaa:
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
7005 Nomor 140, Tambghan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah denga
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaa

Keuangan Daerah; :

20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoma
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republi

Indonesia Nomor 4585);

91.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoma
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahs
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomu
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom

4593);

92.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stand
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republ

Indonesia Nomor 5165);

n3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapor:
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lapor

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Lapor
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dew

Perwakilan Rakyat Daerah,..... .........



iv

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

95.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5219);

07.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20 12 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2);

08.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal
Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturar
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

09.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Des:
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar:
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo
20 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintal
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dai
Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negar.
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembara:
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

30.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ha
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 6057];

31.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaa
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberag
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 201]
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor &
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinte
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655);

39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tenta
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daer:
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dals
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peratur
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarist
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Mentern .......



33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

36.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
BUPATI ;:EAN RAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG ANGGARAK
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUR

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 20
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.263.481.943.599,14
2. Belanja Daerah Rp. 1.293.481.943.599.14
Surplus/ (Defisit) (Rp. 30.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp. 31.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. _30.000.000.000.00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 89.412.809.632,14
b. Dana Perimbangan Rp. 744.774.622.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 429.294.51 1.967,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a terdiri «
jenis pendapatan:
a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 16.086.658.524,0(
b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 1.170.887.425,0(

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 3.700.000.000,0(

d. PenerimaanZakat/Infaq/Sadaqah.....



vi

d. Penerimaan Zakat/Infaq/Sadagah Rp. 7.000.000.000,00

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 61.455.263.683,14
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Transfer Umum Rp. 566.877.295.000,00

b. Transfer Khusus Rp. 177.897.327.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dikmaksud pada ayat (1
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah Rp. 18.720.800.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Rp. 65.199.554.206,00
Pemerintahan Daerah Lainnya

c. Dana Penyesuaian Rp. 188.911.184.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Rp. 156.462.973.761,00
Daerah Lainnya

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 636.071.328.060,40
b. Belanja langsung Rp. 657.410.615.538,74

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri da

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 363.352.127.514,00

b. Belanja Hibah Rp. 4.749.300.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.344.500.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Rp. 3.451.509.188,00
Kota dan Pemerintahan Desa

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Rp. 257.673.891.358,40
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

f. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 44.220.784.059,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 265.600.083.534,70

c. Belanja Modal Rp. 347.589.747.945,04
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 31.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri d
jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Rp. 31.000.000.000,00
Sebelumnya (SILPA)

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri d

jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,00

Pasal Slq
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimani
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yan
tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBK;
2. Lampiran I  Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah da
Organisasi;
3. Lampiran Il Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerat
Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. LampiranV  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangk
Pengelolaan Keuangan Negara;

4

6. Lampiran VI  Daftar jumliah pegawai per Golongan dan per J abatan;

7. Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VI Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daeral
10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belu

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XiII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nag:
Raya Tahun Angaran 2020 akan diatur dalam Peraturan Bupati sebagai landas:
operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuiny
memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembar:
Daerah.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal :23 Desember 2019 M
26 Rabiul Akhir 1441 H

pLBUpATI NAG. RAYAZ
) .
M. J.

HAM

Diundangkan di ~ : Suka Makmue
pada tanggal : 26 Desember 2019 M
20 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

’R. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 8
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : (8/ 146/2019



Lampiranl Peraturan Daerah

Nomor : 8TAHUN 2019
Tanggal : 23 Desember 2019
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN JUMLAH
1 2 3

1 PENDAPATAN 1,263.481.943.599,14

1.1 PENDAPATANASLYDAERAH | §9.412,809.632,14

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 16.086.658.524,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.170.887.425,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.700.000.000,00

1.1.4 Penerimaan Zakat/Infak/Sadagah 7.000.000.000,00
1.1.5 Lain-lain Péndapatén Asii Daerah yang Sah | 61.455.263.683,14 |

1.2 DANA PERTMBANGAN | _7??.774.6_2_2._099,(_)(2

1.2.1 Transfer Umum 566.877.295.000,00

1.2.2 Transfer Khusus o . 177.897.3_2_7._009,9(3

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 429.294.511.967,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 18.720.800.000,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 65.199.554.206,00

1.32.4 Dana Penyesuaian 188.911.184.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daersh Lainnya 156.462.973.761,00

2 BELANJA 1.293.481.943.595,14

2.1 BELANJATIDAKLANGSUNG | 636.071.328.060,40

2.1.1 Belanja Pegawai 363.352.127.514,00

2.1.4 Belanja Hibah 4.749.300.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Soslal 5.344.500.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsl/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 3.451,509,188,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 257.673.891.358,40

2.1.8 Belanja Mdak Teduga b 1.500.000.000,00

2.2 BELANJA LANGSUNG | 657.410.615.538,74

2.2.1 Belanja Pegawai 44,220.784.059,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.600.083.534,70

2.2.3 Belanja Modal 347.589.747.945,04
SURPLUS / (DEFISIT) (30.000.000.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAANDAERAH [ _31_9Q0_Q09_000,0Q )
3.1.1 Slsa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumtya | ;{ .(_190_.0_09._099.(_)(} '

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAANDAERAH | 1.000.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah Daersh 1.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 30.000.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

BUPATI NA RAYA
&
(b -
MY3AMIN IDHAM
RINGKASAN APBD Halgman :



